ABSTRAK

Wempi Pratama, 1183030085, 2023. Politik Hukum Pemenuhan Hak
Pendidikan Bagi anak Penyandang Disabilitas Di kabupaten Tasikmalaya.

Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak
pada umumnya dalam memperoleh pendidikan. Berbagai peraturan telah dibuat
untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandng disabilitas. Akan
tetapi di kabupaten Tasikmalaya penyelenggaraan Pendidikan dalam usaha
pemenuhan hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas belum sepenuhnya
berjalan dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pedidikan inklusi bagi anak
penyandang disabilitas, dukungan politik hukum terhadap pemenuhan hak
pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya,
serta analisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi
anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya.

Teori yang digunkan dalam penelitian ini adalah politik hukum, hak politik
bagi penyandang disabilitas menurut hukum islam, teori siyasah dusturiyah
berdasarkan asas huriyyah al-ta ‘allum (hak/kebebasan belajar).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif analisis, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data
yang digunakan adalah sumber data primer dari Dinas Sosial PPKB P3A kabupaten
Tasikmalaya dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tasikmalaya serta
9 sekolah luar biasa dan 1 sekolah inklusi. Sumber data sekunder berupa bahan
bacaan dan dokumen. Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara
(interview), dokumentasi, dan studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, bahwa pemerintah
telah melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabiliatas
melalui penyelenggaran Pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan inklusif. Kedua,
belum ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus pemenuhan hak
pendidikan inklusi, melainkan diatur dengan adanya undang-undang no 8 tahun
2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan pemerintah no 13 tahun
2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disbilitas.
Ketiga, analisis siyasah dusturiyah bahwa anak penyandang disabilitas memiliki
hak yang sama dalam memperoleh Pendidikan (huriyyah al-ta’allum), pemerintah
mesti menjamin aksesibilitas Pendidikan bagi semua khususnya anak penyandang
disabilitas.
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